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ABSTRAK 

Pada awalnya Penyelesaian sengketa hasil pemilukada diselesaikan di dalam 

persidangan yang masuk dalam ranah Kompetensi Absolut Mahkamah Agung. 

Namun, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah oleh UU 

No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu, Pilkada yang semula masuk 

ke dalam ranah Pemerintahan Daerah bergeser menjadi ranah Pemilihan Umum. 

Selanjutnya disebut dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah yang disingkat Pemilukada. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah tepatnya pada pasal 236C yang 

menyatakan,“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada 

Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang 

ini diundangkan.”Oleh karena itu, seiring dengan diberlakukannya UU No. 12 

Tahun 2008 maka penanganan sengketa penghitungan hasil suara pilkada yang 

semula ditangani oleh Mahkamah Agung beralih kepada Mahkamah Konstitusi. 

Akan tetapi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya no. 97/PUU-XI/2013 

penanganan sengketa hasil pemilukada dinyatakan bahwa MK tidak berwenang 

menangani sengketa Pemilukada, dan mengalihkan ke lembaga peradilan khusus. 

Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah ialah bagaimana proses penyelesain 

sengketa sebelum dan seteleh Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 dan bagaimana 

putusan tersebut ditinjau dari prinsip negara hukum? 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  ialah 

penelitian hukum kepustakaan (Library Research), dengan menggunakan 

pendekatan yuridis normative dengan sifat penelitian yakni deduktif yakni 

menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan 

penyelesaian sengketa pemilukada pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

97/PUU-XI/2013. 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwasannya Lembaga yang dianggap paling tepat   menangani 

sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada 

Pengadilan Tinggi di tiap tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas 

dengan putusan Pengadilan Tinggi maka, dapat mengajukan keberatanke 

Mahkamah Agung. Sementara UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, danWalikota, masih menyerahkan kepada Mahkamah 

Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. 

Untuk itu, perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. 

Sedangkan kesesuaian antara putusan MK tersebut dengan prinsip Negara Hukum 

yakni telah sesuai, dilihat dari bagaimana MK memberikan kepastian hukum 

terhadap proses pnyelesaian sengketa tersebut, yakni dalam amarputusan MK 

tersebut dicantumkan bahwasannya MK tetap berwenang menangani. 
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MOTTO 

 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 

Yakin, Ikhlas, dan Istiqomah 

# berangkat dengan penuh keyakinan 

# berjalan dengan penuh keikhlasan 

# dan Istiqomah dalam menghadapi cobaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Amandemen UUD 1945 berimplikasi luas terhadap sistem 

ketatanegaraan indonesia. Salah satu substansi penting dalam perubahan 

Ketiga Konstitusi yaitu,
1
 puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia 

berpuncak pada 2 (dua) lembaga, yaitu; Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi.
2
 Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi 

memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan 

Republik Indonesia. Diatur dalam Pasal 24 C UUD 1945, menyebutkan 

bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang putusannya 

bersifat final yaitu, menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan 

memutus sengketa hasil pemili.
3
 Di dalam perubahan keempat konstitusi 

juga disebutkan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan 

selambat-lambatnya tanggal 17 agustus 2003.
4
 

Ada beberapa alasan penting yang bisa di jadikan dasar untuk 

menjustifikasi pentingnya mahkamah konstitusi didalam sistim 

                                                           
1
 Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditetapkan pada Tanggal 9 

November 2001. 

2
 Lihat pasal 24 ayat 2(dua) Undang-Undang Dasar 1945. 

3
 Kewenangan lain dari Manhkamah Konstitusi yaitu, memutus pembubaran partai 

politik, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945 dan 

satu kewajiban yakni memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 

presiden dan/atau wakil presiden. 

4
 Aturan Peralihan Pasal III Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

1 
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ketatanegaraan di indonesia, yaitu: kesatu, tidak adanya mekanisme 

ketatanegaraan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga 

tinggi negara; kedua, ketiadaan prosedur untuk mengatasi tafsir ganda 

terhadap konstitusi atau memberi inter pretasi pada konstitusi agar 

dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat 

dan cita-cita demokrasi; ketiga, munculnya kebutuhan konstitusional untuk 

membangun dan  melaksanakan prinsip check and balances didalam 

sistem ketatanegaraan kedepan.
5
 

Seiring dengan berkembangnya konstitusi di indonesia pengatura  

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga mengalami dinamika yang 

sangat signifikan. Amandemen UUD 1945 menghasilkan rumusan baru 

yang mengatur pemerintahan di daerah terutama mengenai pemilihan 

kepala daerah. Rumusan tersebut terdapat dalam pasal 18 ayat (4) UUD 

1945: ” Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 

demokratis”.  

Secara umum pemberlakuan pemilihan kepala daerah secara langsung 

dilaksanakan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2005 mengenai Tata Cara Pemilihn, Pengesahan, Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Kepala Daerah. Bagian penjelasan Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2005 tersebut menyebutkan bahwa: ”dengan 

                                                           
5
 Jimli Assiddhiqie, konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011), hlm. 60. 
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ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang 

sangat strategis dalam rangka pengambangan kehidupan demokrasi, 

keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan 

yang serasi antara pemerintah dan daerah serta antar daerah untuk menjaga 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, 

diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu 

mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan 

perubahan kearh yang lebih baik”. Dasar hukum ini merupakan tonggak 

implementasi penegakan kedaulatan rakyat ditingkat daerah di indonesia. 

Disisi lain, pengaturan pemilihan kepala daerah  berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung  sejumlah kelemahan baik 

dari segi sistem maupun aturan teknisnya. Gagasan umum Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 meletakkan pemilihan kepala daerah 

merupakan domain dari pemerintahan daerah bukan domain pemilihan 

umum sehingga intrumen pelaksanaan (penyelenggaraan) dan pelaksanaan 

(peraturan pelaksanaan) pemilihan kepala daerah mengalami bias 

pengaruh (intervensi)pemerintah. Hal tersebut berpengaruh pada 

independensi penyelengara dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 

Padahal prinsip pemilihan langsung yang paling penting adalah 

penyelenggara dan penyelenggaraan yang independen. 

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah merevisi penyelenggaraan di 
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dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2007 meletakkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari 

rezim pemilihan umum sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan 

independensinya bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan kepala 

daerah. Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang 

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juga telah 

melakukan revisi subtansial terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah  khususnya dalam mengakomodasi hadirnya calon perseorangan.
6
   

Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan sebagai 

negara hukum yang demokratis, tentunya pemilu yang demokratis juga 

harus menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkinan 

adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu dan perselisihan mengenai hasil 

pemilu agar pemilu tetap legitimate.
7
 Dari pendapat tersebut maka dapat 

disimpulan bahwa, proses pemilihan kepala daerah sebagai proses politik 

tidak sertamerta tanpa adanya permasalahan. Pelaggaran  mungkinsaja 

terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, perlu 

mekanisme hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk 

menyelesaikan sengketa hasil pemilu, permasalahan pelanggaran 

administrasi pemilu, maupun terjadinya Tindak Pidana Pemilu. 

                                                           
6
  Mustafa Lutfi, hukum sengketa pemilukada di indonesia, gagasan perluasan 

kewenangan konstitusional mahkamah konstitusi, UII press 2010. yogyakarta, hlm 131-132. 

7
  A. Mukthie fadjar, pemilu yang demokratis dan berkualitas: penyelesaian hukum 

pelanggaran pemilu dan PHPU, jurnal konstitusi, volume 6 Nomor 1 April 2009, hlm.7. 
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Pada awalnya sengketa-sengketa tersebut diselesaikan di dalam 

persidangan yang masuk dalam ranah Kompetensi Absolut Mahkamah 

Agung. Namun, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 sebagaimana telah 

diubah oleh UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu, 

Pilkada yang semula masuk ke dalam ranah Pemerintahan Daerah bergeser 

menjadi ranah Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut dengan Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disingkat 

Pemilukada. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemilihan Kepala Daerah tepatnya pada pasal 236C yang menyatakan, 

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan 

kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan 

sejak undang-undang ini diundangkan.” 

 

Oleh karena itu, seiring dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 

2008 maka penanganan sengketa penghitungan hasil suara pilkada yang 

semula ditangani oleh Mahkamah Agung beralih kepada Mahkamah 

Konstitusi. 

Hal ini yang menarik bagi penulis dalam menelaah dan memahami 

terkait proses penyelesaian sengketa hasil pemilukada Setelah Putusan 

Makhamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013.  

 

B. Rumuan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pokok-pokok masalah 

yang menjadi bahasan dalam penelitian Sekripsi ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa hasil pemilukada sebelum 

dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi NO. 97/PUU-XI/2013. 

2. Apakah proses penyelesaian sengketa hasil pemilukada dengan 

putusan Mahkamah Konstitusi NO. 97/PUU-XI/2013 telah sesuai 

dengan prinsip Negara hukum. 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan objektif 

1) Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa hasil 

pemilukada sebelum dan setelah putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013. 

2) Untuk mengetahui apakah proses penyelesaian sengketa hasil 

pemilukada setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 

97/PUU-XI/2013 telah sesuai dengan prinsip Negara hukum. 

b. Tujuan subjektif 

1) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Kesarjanaandalam 

bidang Ilmu Hukum Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2) Untuk menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Tata 

Negara dengan harapan akan bermanfaat dimasa mendatang.  

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah bahan referensi 

dan bahan masukan dalam penelitian selanjutnya.  

b. Secara teoritik 

Memberikan sumbangan tentang Ilmu Hukum dalam 

pengembangan ilmu pada umumnya, serta Hukum Tata Negara 

pada khususnya. 

 

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah 

ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-

penelitian yang telah ada sebelumnya di antaranya adalah sebagai berikut: 

1.  “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa 

Pemilihan Kepala Daerah” yang ditulis oleh R. Nazriyah. Alumni 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, adalah Staf Jurnal 

Hukum PSH FH UII.
8
 Karya tulis ini mendeskripsikan proses 

penyelesaian sengketa pilkada yang menjadi kewenangan MA, 

hingga dialihkan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU No. 12 

Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Namun, tidak secara tegas mengukur pasal-

pasal yang menjadi dasar kewenangan pelimpahan kewenangan 

dalam meyelesaikan sengketa pilkada dari Mahkamah Agung ke 

Mahkamah Konstitusi kepada konstitusi berdasarkan terori, kaidah 

                                                           
8
http://pshk.law.uii.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=12

6,diakses pada tanggal 14 Juli 2016, Pkl. 15.00 
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hukum secara jelas. 

2. Karya tulis lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini 

yaitu “Hukum Sengketa Pilkada di Indonesia, Gagasan Perluasan 

Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi”, yang ditulis 

oleh Mustafa Lutfi, diterbitkan oleh UII Press, Yogyakarta tahun 

2010. Dalam karya tulis ini penulis hanya menjelaskan bahwa 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa 

pilkada namun tidak mengacu pada efek keadilan substantif yang 

dihasilkan 

3. Karyatulis lain yaitu “Penyelesaian sengketa pemilihan kepala 

daerah setelah putusan mahkamah konstitusi nomor 97/PUU-

XI/2013”
9
 yang ditulis oleh Rahayu Kusuma Astuti, Fakultas 

Hukum Universitas Mataram tahun 2015. Jurnal ilmiah tersebut 

mendiskripsikan tentang dasar kewenangan mahkamah konstitusi 

dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah sebelum 

keluarnya putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan implikasi hukum 

pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 

97/PUU-XI/2013. 

 

 

                                                           
9
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IR23nZVr2OQJ:fh.unram.ac.id/

wp-content/uploads/2015/04/Rahayu-Kusuma-Astuti-D1A011285-Penyelesaian-Sengketa-

Pemilihan-Keala-Daerah-Setelah-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Nomor-97-PUU-XI-

2013.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&client=firefox-b-ab. Diakses pada tanggal 16 juli 2016 pukul 

15 :20 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IR23nZVr2OQJ:fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/Rahayu-Kusuma-Astuti-D1A011285-Penyelesaian-Sengketa-Pemilihan-Keala-Daerah-Setelah-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Nomor-97-PUU-XI-2013.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&client=firefox-b-ab
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IR23nZVr2OQJ:fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/Rahayu-Kusuma-Astuti-D1A011285-Penyelesaian-Sengketa-Pemilihan-Keala-Daerah-Setelah-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Nomor-97-PUU-XI-2013.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&client=firefox-b-ab
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IR23nZVr2OQJ:fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/Rahayu-Kusuma-Astuti-D1A011285-Penyelesaian-Sengketa-Pemilihan-Keala-Daerah-Setelah-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Nomor-97-PUU-XI-2013.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&client=firefox-b-ab
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IR23nZVr2OQJ:fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/Rahayu-Kusuma-Astuti-D1A011285-Penyelesaian-Sengketa-Pemilihan-Keala-Daerah-Setelah-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Nomor-97-PUU-XI-2013.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&client=firefox-b-ab
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E. Kerangka Teoritik 

1. Tinjauan Tentang Negara Hukum 

Sebagaimana pendapat Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim 

yang menyatakan bahwa, Negara hukum adalah negara yang berdiri 

diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.
10

 

Negara hukum pertamakali dikemukakan oleh Plato dan kemudian 

pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.
11

 Plato mengemukakan 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah yang 

didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Ide lahirnya negara 

konsep hukum Plato, berawal dari ketika ia melihat keadaan negaranya 

yang dipimpin oleh yang haus akan harta, kekuasaan dan gila hormat. 

Pemerintah yang sewenang-wenag dan tidak memperhatikan 

penderitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk menulis karya 

yang berjudul Politea, berupa suatu negara yang ideal sekali dengan 

cita-citanya,  suatu negara yang bebas dari pimpinan negara yang rakus 

dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi.
12

 

Sedangkan menurut Budiyanto, teori negara hukum secara 

umum dibagi kedalam dua jenis, yaitu teori negara hukum formal dan 

                                                           
10

  Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 

(Jakarta: UII Pres.1988), hlm 153. 

11
 Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-

Unsurnya
, 

(Jakarta: UII Pres. 1995), hlm. 19. 

12
  Plato  lahir di Athena pada Tahun 429 SM dan meninggal dunis pada tahun 374 SM. 

Dalam Abdul Aziz Hakim, Sistem Pemberhentian Kepala Daerah(Impeachment) Di Era 

Pemilihan Langsing. Kajian Yuridis Ketatanegaraan, (Yogyakarta: Tesis Ilmu Hukum pada 

Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesie,  Perpustakaan Pasca Sarjana, 2005), hlm. 57. 
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teori negara hukum material. Pertama, teori negara hukum formal, 

dipelopori oleh Immanuel Kant. Teori ini mengakibatkan negara 

bersifat pasif, artinya tugas negara hanya mempertahankan ketertiban 

dan keamanan negara saja, atau negara hanya sebagai ”penjaga 

malam” sedngkan dalam urusan sosial maupun ekonomi, negara tidak 

boleh mencampurinya. Kedua, teori negara hukum material (Welfare 

state), yang dipelopori oleh Kranenbrug.  

Teori ini menyatakan bahwa negara selain bertugas membina 

ketertiban umum, ia juga ikut bertanggungjawab dalam membina dan 

mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Teori ini banyak dipraktekkan 

dinegara-negara berkembang seperti di indonesia.
13

 Secara garis besar 

dapat dikatakan bahwa negara hukum merupakan negara yang segala 

kegiatannya dalam rangka penyelenggaraan negara didasarkan pada 

peraturan hukum yang berlaku. Moh. Kusnardi dan Harmaily, 

berpendapat bahwa unsur-unsur negara hukum dapat dilihat pada 

negara hukum dalam arti sempit maupun formil. Dalam arti sempit, 

pada negara hukum hanya dikenal 2 (dua) unsur penting, ysitu 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemisahan  

kekuasaan. 

 

  

                                                           
13

 Budiyanto, Dasar-Dasar Ilmu Negara Untuk SMU Kelas 3, (jakarta; PT. Gelora Aksara 

Pratama, 2003), hlm. 51 
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Menurut Jimly Asshiddiqie ada 12 (dua belas) prinsip pokok 

Negara Hukum (Rechtstaat), yaitu:
14

 

a. Supremasi Hukum (Supremacy of law) 

b. Persamaan dalam Hukum (Equality before the law) 

c. Asas Legalitas (Due Process of Law) 

d. Pembatasan Kekuasaan 

e. Organ-organ Eksekutif Independen 

f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak 

g. Peradilan Tata Usaha Negara 

h. Mahkamah Konstitusi 

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia 

j. Bersifat Demokrasi (Democratische Rechstaat) 

k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara 

(Welfare Rechtstaat) 

l. Transparansi dan Kontrol Sosial. 

 

2. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Pilkada secara langsung oleh rakyat merupakan sarana 

perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan 

daerah yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD NRI 1945. 

Pilkada secara langsung muncul sejak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004. Kepastian pilkada secara langsung terdapat 

                                                           
14

 Jimli Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, (Jakarta: Konstitusi 

Press. 2006), hlm. 154. 
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dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada bagian penjelasan 

angka 4 “Pemerintahan Daerah” yang berbunyi sebagai berikut
15

: 

“Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih 

secara demokratis.Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala 

Daerah tersebut, dengan mengingati bahwa tugas dan wewenang 

DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang 

Susunan dan KedudukanMajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD 

tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis 

dalam undang- undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung.” 

 

Hal ini juga terbukti dalam bagian kedelapan undang-undang 

tersebut, yakni dari pasal 56 hingga pasal 119. Pasal 56 ayat (1) 

menyatakan bahwa : “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih 

dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis 

berdasrkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil
16

”.Dijelaskan lagi dalam ayat (2) bahwa : “Pasangan calon 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik
17

”.Pasal-pasal tersebut pada pokoknya 

mengatur entang pilkada secara langsung. Pilkada secara langsung 

sesuai dengan undang-undang ini terlaksana pertama kali pada bulan 

Juni 2005 untuk Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada 

                                                           
15

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bagian 

Penjelasan Umum angka 4”Pemerintahan Daerah” 

16
 Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

17
 Ibid, Pasal56 ayat (2)  
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tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005
18

. 

Pada pelaksanaannya, pilkada secara langsung merupakan hasil 

dari proses pembelajaran demokrasi di Indonesia yang berlangsung 

sejak zaman kemerdekaan sampai pada saat ini. Dalam penerapannya, 

masih terdapat beberapa kekurangan yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan terkait pilkada secara langsung yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kekurangan yang 

terdapat undang-undang tersebut yakni mengharuskan pasangan calon 

Kepala Daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik. Hal ini menjadi masalah bagi calon Kepala Daerah yang bukan 

berasal dari partai politik. Atas dasar itu, seorang anggota DPRD 

Kabupaten Lombok bernama lalu Ranggalawe mengajukan 

permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji 

materiil pasal 56, 59 dan 60 terkait persyaratan calon Kepala daerah 

melalui partai politik dari undang-undang tersebut. Pada akhirnya, 

keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang 

menganulir pasal-pasal yang dimohonkan oleh pemohon tentang 

persyaratan calon Kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi 

                                                           
18

 Pilkada secara langsung dilaksanakan pada bulan Juni 2005 sesuai Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 233 ayat (1) menyatakan bahwa 

Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai bulan Juni 2005 

diselenggarakan pilkada secara langsung sebagaimana maksud dalam undang-undang ini pada 

bulan Juni 2005.Dengan demikian pilkadasecara langsung telah resmi diperkenalkan dalam 

menentukan calon Kepala Daerah 
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ternyata membuka peluang bagi calon kepala daerah independen untuk 

maju dalam pilkada.
19

 

Pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

mengalami perubahan pada beberapa pasal karena pada tahun 2008 

undang-undang ini mengalami revisi dan digantikan dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008. Salah satu hal berbeda yang diatur 

dalam undang-undang tersebut ialah mengenai pilkada. Dalam undang-

undang sebelumnya dinyatakan bahwa calon Kepala Daerah diusulkan 

oleh partai politik atau gabungan partai politik, sedangkan dalam 

undang-undang ini tiap calon Kepala Daerah dapat mencalonkan diri 

secara perseorangan tanpa melalui partai politik. Syarat tambahan yang 

harus dipenuhi tiap-tiap calon perseorangan ialah dukungan tertulis 

dari masyarakat setempat serta fotokopi KTP.
20

 

Tiap tahun terdapat beberapa perkembangan undang-undang 

yang dibuat oleh DPR dan ditandai dengan munculnya undang-undang 

baru. Pada tahun 2007 lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan pemilu. Dalam undang-undang ini, pilkada 

langsung mulai dimasukkan menjadi rezim pemilu.
21

 Masuknya 

                                                           
19

 Lihat lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 pada 

hal. 61  

20
 Ibid, Lihat pasal dalam UU 12 tahun 2008 

21
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4721) 
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pilkada langsung menjadi rezim pemilu memunculkan terminologi 

baru yakni Pemilukada.
22

 Dengan demikian, hal lain yang muncul 

ialah terkait penyelesaian perkara hasil pemilukada. Perkara hasil 

pilkada langsung sebelum berlakunya undang-undang ini diselesaikan 

oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi, namun seiring 

dengan masuknya pilkada langsung menjadi rezim pemilu maka 

penyelesaian perkara pemilukada dilakukan oleh Mahkamah 

Konstitusi.  

3. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada 

Masuknya pilkada langsung menjadi rezim pemilu sejalan 

dengan pandangan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi. Mengutip 

pendapat Laica Marzuki di dalam putusan MK Nomor 072-073/PUU-

II/200423 yang menyatakan pemilukada secara langsung merupakan 

(disamakan) dengan pemilu, diantaranya sebagai berikut : 

 “dari sudut pandang konstitusi, pemilukada secara langsung 

adalah pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 E 

ayat 2 UUD 1945. Tatkala pemilihan anggota DPRD tergolong 

pemilihan umum (pemilu) dalam makna general election menurut 

pasal 22E ayat 2 UUD NRI 1945, mengapa nian pemilukada 

langsung tidak termasukdalam pasal konstitusi dimaksud? hal 

dimaksud harus diamati dari sudut penafsiran sejarah (historische 

interpretatie). Pasal 22E ayat 2 UUD 1945 berlaku kala perubahan 

                                                           
22

 Makna pemilukada dapat ditemui definisinya di dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilu pasal 1 angka 4. Pasal 1 angka 4 undang-undang 

tersebut memberikan makna pemilukada dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 

1945 

23
 Laica Marzuki dalam petikan putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004, hal. 116 
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ketiga (3), yang diputuskan dalam rapat paripurna MPR-RI ketujuh 

(7) pada tanggal 9 November 2001. Disisi lain, pasal 18 merupakan 

hasil amandemen yang kedua (2). Dikala itu, pemilukada langsung 

belum merupakan gagasan ide konstitusi dari pembuat perubahan 

konstitusi. Pembuat perubahan konstitusi belum erupakan idee 

drager ataspemilukadalangsung”. 

 

Pilkada langsung sebenarnya merupakan alternatif untuk 

menjawab segala konflik dan buruknya pelaksanaan maupun hasil 

pilkada secara tidak langsung lewat DPRD dibawah Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah. Pilkada langsung 

jadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi sesegera mungkin segala 

kelemahan dalam pilkada secara tidak langsung yang dilaksanakan 

melalui DPRD. Pilkada secara langsung akan bermanfaat untuk 

menegakkan kedaulatan rakyat yang hilang sejak adanya pemilukada 

melalui DPRD. Hal ini menciptakan keadaan demokrasi yang baik 

pada lingkungan pemerintahan (governance) maupun dalam 

lingkungan kemasyarakatan (civil society) karena redaulatan rakyat 

telah dikembalikan secara penuh.
24

 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu 

mengatur secara tegas sengketa yang terjadi diantara pihakpihak. Ialah 

sengketa yang timbul dalam tahapan-tahapan Pemilu. Sengketa itu 

bukan dikarenakan pelanggaran administratif maupun pelanggaran 

pidana. Sebagai contoh adalah ada seseorang yang memasang alat 

peraga partai politik tertentu, tanpa ijin pemilik pekarangan. Pemilik 

                                                           
24

 Suharizal, Pemilukada: Regulasi, Dinamik, dan Konsep Mendatang,(Jakarta: Raja 

Grafindo persada, 2011), hlm.37   
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pekarangan tidak menerima kejadian itu dan melaporkan kepada 

Panwaslu. Maka Panwaslu diberi kewenangan oleh Undang-undang 

untuk menyelesaikan sengketa yang demikian itu. Dengan cara 

memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk dipertemukan, diajak 

musyawarah untuk penyelesaian sengketa tersebut. Namun apabila 

tidak didapat kesepahaman antara dua pihak yang bersengketa, maka 

Panwaslu menawarkan alternatif untuk penyelesaian sengketa. Namun 

apabila penawaran alternative yang diberikan oleh Panwaslu tidak 

diterima oleh kedua belah pihak maka panwslu membuat keputusan 

final dan mengikat (Pasal 129 UU Pemilu 12/2003). Ketentuan 

semacam ini tidak terdapat dalam Undang-undang Pemilu Nomor 10 

tahun 2008 yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 

2009.
25

 

 

F. Metode Penelitian 

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di 

dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
26

 Agar suatu 

penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan 

suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Adapun langkah-langkah 

yang harus diambil dalam metode penelitian antara lain: 

 

 

                                                           
25

 Rudatyo, Jurnal Konstitusi, Vol II, No. 1,  Juni 2019, hlm. 12 

26
  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press. 2006), hlm.7. 
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1. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Normatif), 

sehingga bahan dari penelitian ini adalah data-data hukum sekunder. 

Data-data hukum sekunder oleh Soerjono Soekanto dikelompokkan 

menjadi: 

a. Bahan Hukum Primer 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum 

primer berupa: 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

hasil amandemen. 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Upati, Dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Upati, Dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang 

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah jo.UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. 

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum. 
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6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter 

Mahmud Marzuki, bahan penelitian hukum sekunder adalah 

bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, 

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan.
27

 Bahan penelitian hukum 

sekunder yang digunakan penulis adalah penjelasan dari tiap-tiap 

peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan 

diatas sebagai bahan hukum sekunder yang menjadi pertimbangan 

penting bagi penulis, dikarenakan penjelasan dari tiap-tiap 

peraturan perundang-undangan menggambarkan maksud dan 

tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh subyek-

subyek pembentuknya, buku-buku yang terkait dengan materi atau 

bahasan, hasil-hasil penelitian, artikel majalah dan koran, pendapat 

pakar hukum maupun makalah-makalah yang berhubungan 

dengan topik penulisan ini. 

 

                                                           
27

  Ibid, hlm. 14-16. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan 

petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, misalnya Kamus Ilmiah, dan Ensiklopedi. Data yang 

juga diperoleh dari internet, majalah, tabloid, dan sumber-sumber 

yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian ini. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian 

hukum kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian 

disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam 

hubungannya terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilukada 

sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XI/2013. 

3. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, karena 

penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan 

semua data yang diperoleh, terkait dengan penyelesaian sengketa 

pemilukada pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XI/2013. 
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4. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang relevan dengan 

penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-undang (Statute 

Approach) dan pendekatan analitis (Analytical Approach). Pendekatan 

Undang-undang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti 

dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam 

penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang 

dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, 

kajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-

undangan tertulis yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

5. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-

keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi 

kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, 

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait, 

yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti seperti putusan dan tulisan-tulisan ilmiah, sumber-sumber 

tertulis lainnya serta makalah-makalah yang menyangkut 

mengenai pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

b. Data Sekunder 



22 

 

Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen tertulis, 

peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang 

berkaitan dengan obyek penelitian ini. 

c. Data Tersier 

Data tersier adalah data yang dapat diperoleh dari sumber 

internet, majalah, tabloid, dan sumber-sumber yang didapat secara 

tidak langsung dalam penelitian ini. 

6. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

hukum ini adalah studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data 

primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian hukum ini, penyusun 

mengumpulkan data yang memiliki hubungan dengan masalah yang 

diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, 

diklarifikasikan serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan 

permasalahan penelitian. 

7. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika 

deduktif. Menurut Johny Ibrahim yang mengutip pendapatnya Bernard 

Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik 

kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat 

individual.
28

 Analisis data didasarkan pada data kepustakaan yang 

dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini 

                                                           
28

  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.141. 
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meliputi: penyelesaian perselisihan hasil pemilukada sebelum dan 

setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan skripsi ini agar 

sistematis, disusun sistematika pembahasan  sebagai berikut: 

Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berupa gambaran umum mengenai penyelesaian 

sengketa hasil pemilukada di Indonesia 

Bab ketiga, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil 

penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi 

penelitian, yaitu tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada setelah 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, menggunakan 

teori penyelesaian sengketa pemilu dengan menggunakan pendekatan 

yuridis.  

Bab empat, berisi tentang analisa terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan Prinsip Negara Hukum di 

Indonesia 

Bab lima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian 

yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan serta penutup. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisi penulis dalam hal ini mengenai 

penyelesaian sengketa pemilukada ini penulis mengambil kesimpulan 

bahwasannya adalah sebagai berikut:  

1. Lembaga yang dianggap paling tepat menangani sengketa Pilkada 

adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada Pengadilan 

Tinggi di tiap-tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas 

dengan putusan Pengadilan Tinggi maka, dapat mengajukan keberatan 

ke Mahkamah Agung. Sementara UU No. 1 Tahun 2015 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masih menyerahkan 

kepada Mahkamah Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk 

menyelesaikan sengketa Pilkada. Untuk itu, perlu segera dibentuk 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga 

mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. 

2. Kesesuaian antara putusan MK tersebut dengan prinsip Negara 

Hukum yakni telah sesuai, dilihat dari bagai mana MK memberikan 

kepastian hukum terhadap proses pnyelesaian sengketa tersebut, yakni 

dalam amar putusan MK tersebut dicantumkan bahwasannya MK 

tetap berwenang menangani  
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas penulis dapat 

memberikan saran yakni: 

1. Pemerintah diharapkan segera membentuk suatu lembaga peradilan 

khusus mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilukada ini. 

2. Pembuatan Hukum acara yang jelas mengenai penyelesaian sengketa 

hasil pemilukada, sesuai dengan kondisi, letak geografis, tranfortasi, 

cuaca dan faktor teknis lain yang mempengaruhi dalam proses 

permohonan perkara tersebut. 
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Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan 
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Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 
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Bupati dan Wali Kota Dengan Satu Pasangan Calon 
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